
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

a.bahwa  dalam rangka  pemenuhan  hak  anak  agar
terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif,
maka perlu mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA);

b.bahwa dalam rangka mengembangkan Kabupaten Layak
Anak (KLA) secara sistematis, terarah dan tepat sasaran,
maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan
hak  anak  dalam 5  (lima)  klaster  dengan  cara
pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya
serta ekonomi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b maka perlu pedoman dan kebijakan dalam
melaksanakan program dan kegiatan dengan membentuk
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang  Nomor   69  Tahun  1958,  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang  Nomor   4  Tahun  1979,  tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

4.Undang-Undang  Nomor   4  Tahun  1997,  tentang

Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor  9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3670);
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5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang  Nomor   23  Tahun  2002,  tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  4235); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5882);

7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan

Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5332);

10.Undang-Undang  Nomor   23  Tahun  2014,  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, tentang Usaha
Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;

12.Keputusan Presiden Nomor  36 Tahun 1990, tentang
Pengesahan Convention on the  Rights  of  the  Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3

Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan

Anak;
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2

Tahun 2009, tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak

Anak;

-



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :
1.Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah Dokumen

Rencana yang memuat Program/Kegiatan secara terintegrasi dan terukur
dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai Instrumen dalam

mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)
2.Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut  KLA adalah Sistem

Pembangunan Suatu Wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen
dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana

menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan

hak-hak anak
3.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah di mana aspek-aspek

kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak

Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Dompu

15.Peraturan  Menteri   Pemberdayaan  Perempuan  dan

Perlindungan Anak Nomor  13 Tahun 2010, tentang
Petunjuk  Tekhnis  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  di

Desa/Kelurahan;
16.Peraturan  Menteri   Pemberdayaan  Perempuan  dan

Perlindungan Anak Nomor  5  Tahun 2011, tentang
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

17.Peraturan  Menteri   Pemberdayaan  Perempuan  dan

Perlindungan Anak Nomor  10 Tahun 2011, tentang
Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor  11  Tahun 2011, tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor  12 Tahun 2011, tentang
Indokator Kabupaten/Kota Layak Anak;

20.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013, tentang
Pengasuhan Anak;

21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor  8  Tahun 2014, tentang
Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun
2014, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD-KLA) KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2018-2021

I



BAB II
PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4
(1)Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, Renstra, Visi-Misi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Dompu yang
berintegrasi dengan SKPD

(2)RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)   adalah Dokumen
Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas

KLA dalam memantau dan mengevaluasi Program Kegiatan Pengembangan
KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

(3)RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5

(lima) Master, yaitu :
a.Hak Sipil dan Kebebasan;
b.Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
c.Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
d.Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;

e.Perlindungan Khusus

Pasal3
Maksud disusunnya RAD-KLA adalah untuk ;
a.Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat   martabat
kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan

sejahtera;
b.Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah

dan bersahabat;
c.Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
d.Mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
e.Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan

pertama bagi anak;
f.Membangun sarana dan prasarana kabupaten yang mampu memenuhi

kebutuhan dasar anak dan berkembang secara optimal

Pasal2
Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai Pedoman dalam mewujudkan

Kabupaten Layak Anak

5.Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun

termasuk anak dalam kandungan
6.Daerah adalah Kabupaten Dompu
7.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu
8.Bupati adalah Bupati Dompu



BAB IV
PENDANAAN

Pasal6
Pendanaan Pelaksanaan Pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu dan dapat diperoleh dari

bantuan Pemerintah dan Pemerintah Prrovinsi

BAB III
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal5
(1)Sasaran Program/Kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas

Kabupaten Layak Anak (GT-KLA)
(2)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah  Lembaga  Koordinatif  di Tingkat   Kabupaten Dompu yang
beranggotakan dari Legislatif,  Eksekutif,  Yudikatif,  Lembaga Swadaya
Masyarakat, Dunia Usaha dan Forum Anak yang mengkoordinasikan

program kegiatan untuk mewujudkan KLA
(3)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat  (1)

memobilisasi sumber daya baik Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun
Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan

(4)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1), (2)

dan (3) mempunyai tugas sebagai berikut;
a.Melakukan  pemantauan terhadap  perkembangan dan  hambatan

pelaksanaan pengembangan KLA
b.Mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil

pelaksanaan pengembangan KLA
c.Melakukan Pelaporan Pengembangan KLA kepada Gubernur dengan

tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dan Menteri Dalam Negeri
(5)Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas

Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan

Rencana RAD-KLA
(6)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(2) dan (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dompu



BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal  o_\ ^ s'V ~~   2018

H. BAMBANG M. YASIN

BUPATI DOMPU

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal    %^ ^ \ ^ ~    2018

ARI

ERAH
MPU,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.



Dalam rangka pencapaian sasaran Kabupaten Layak Anak (KLA), diperlukan

sinergi kebijakan perencanaan di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan

/Desa. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) adalah rencana

kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran Peraturan Daerah Nomor 08

Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak.

Rencana Aksi disusun untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah

dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Ruang lingkup Rencana

Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) meliputi indikator, rencana aksi,

ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab dan program/

kegiatan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) bersumber

dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategis

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dukumen perencanaan lainnya.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) disusun setiap jangka

waktu 5 (lima) tahun. Namun penyusunan periode pertama Rencana Aksi Daerah

Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat)

tahun (2018-2021), dengan tahun 2017 sebagai baseline (tahun dasar) karena

menyesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)

diperlukan koordinasi lintas sector karena Rencana Aksi Daerah (RAD) tersebut

juga mengintegrasikan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan

Instansi/Lembaga terkait.

Di samping itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

(RAD KLA) perlu mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta

masyarakat, media massa dan dunia usaha, termasuk pandangan anak.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR a-vTAHUN2018
TENTANG^
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK
ANAK (RAD KLA) KABUPATEN DOMPU

RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK



Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) mencakup langkah-

langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak

(KLA), yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu : (1) Peraturan

Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA); (2) Penguatan

Kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA); (3) Keterlibatan Lembaga

Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan

Perlindungan Khusus Anak; (4) Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran; (5)

Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); (6) Pelembagaan Partisipasi

Anak; (7) Pencegahan Perkawinan Anak; (8) Penguatan Kapasitas Lembaga

Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; (9)

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10)

Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif; (11) Ketersedian Infrastruktur

Ramah Anak di Ruang Publik; (12) Persalinan di Fasilitas Kesehatan; (13) Status

Gizi Balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Balita (PMBA) Usia di bawah 2

Tahun; (15) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; (16) Rumah

Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang layak; (17) Ketersediaan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS)

Rokok; (18) Wajib Belajar 12 Tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); (20)

Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang

Ramah Anak; (21) Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran;

dan Pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk

Pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA); (22) Pelayanan bagi Anak Korban

Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV-AIDS; dan Pelayanan bagi Anak Korban

Bencana dan Konflik; (23) Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas,

Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku

Sosial Menyimpang; (24) Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan

Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus Pelaku); Pelayanan bagi Anak Korban

Jaringan Terorisme; dan Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi akibat dari

Pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Sasaran Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah untuk : (1) terwujudnya

Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Dompu; dan (2) terwujudnya

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus bagi Anak Indonesia. Untuk

mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan 2 (dua) indikator utama

yaitu : (1) Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan

KELANA/DEKELA; dan (2) Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang

memperoleh Peringkat KELANA/DEKELA.



H. BAMBANG M. YASIN

BUPATI DOMPU

Data dasar Tahun 2018 menunjukkan sebanyak 4 Kecamatan dan 18

Desa/Kelurahan telah menyelenggarakan KELANA dan DEKELA. Berdasarkan

data dasar tersebut, maka ditetapkan target peningkatan menjadi 6 Kecamatan

dan 35 Desa/Kelurahan pada Tahun 2019; dan 8 Kecamatan dan 81

Desa/ Kelurahan pada Tahun 2021.

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA),

penilaian dan pemberian Penghargaan Peringkat KELANA dan DEKELA

dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi Kecamatan dan

Desa/Kelurahan dalam mewujudkan daerah yang layak anak dan bertanggung

jawab dalam memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan

eksploitasi.


















